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Hasil penelitian tersebut sebagian telah dipublikasikan pada jurnal dalam negeri serta 
sebagian dipublikasikan pada Prosiding 1st INCREASING SEMINAR : Innovative and 
Creative Synergy in Implementing Good Governance yang mencakup bidang Lingkungan, 
Sumber Daya Alam, Kedaulatan Pangan, Humaniora dan Islamic Studies, Regulasi dan 
Kebijakan Publik, Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, ICT, Manufaktur dan 
Mekatronika, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata.

Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor dan Wakil Rektor UNISMA Bekasi yang 
telah mendukung Kegiatan ini, para reviewer, panitia, dan narasumber yang dengan penuh 
dedikasi telah bekerja mulai dari persiapan sampai pelaksanaan kegiatan Seminar hingga 
penerbitan prosiding ini terselesaikan dengan baik.

Semoga kegiatan Seminar Nasional dan Diseminasi Hasil Penelitian TA. 2020/2021  
1st INCREASING SEMINAR : Innovative and Creative Synergy in Implementing Good 
Governance ini dapat bermanfaat bagi semua. Atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan 
terima kasih

        Bekasi, 23 Agustus 2021
        Direktur LPPM
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A. Pendahuluan

Perubahan status  desa menjadi 
kelurahan dapat dilihat sebagai suatu 
bentuk perubahan  atau  pengembangan  
organisasi  yang  menyesuaikan  dengan 
perubahan masyarakat yang dilayaninya.

Penyelenggaraan pelayanan 
masyarakat di kantor desa membutuhkan 
layanan cepat dan baik semakin menuntut 
adanya perubahan yang besar dari sisi 
pengelolaan pelayanan publik pemerintah 
desa yang selama ini dilayani oleh 
perangkat desa dan staf yang memiliki 
keterbatasan kemampuan dan kompetensi 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
untuk masyarakat.Berdasarkan kondisi 

tersebut diatas hal tersebut, diperlukan 
upaya peningkatan pelayanan publik di 
desa yang ada di Kabupaten Bekasi untuk 
membuat kebijakan perubahan status desa 
menjadi kelurahan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk pengidentifikasi dan menganalisis 
upaya peningkatan pelayanan masyarakat 
oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi 
dengan kebijakan perubahan status desa 
menjadi kelurahan di Kabupaten Bekasi. 
Sedangkan ruang lingkup penelitian ini 
untuk merumuskan metode pendekatan 
penelitian, pengumpulan data terkait 
kinerja pelayanan publik di desa dan 
pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten 
Bekasi, serta melakukan analisis atas 

UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT  
MELALUI PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN 

DI KABUPATEN BEKASI 

Rahmat Nuryono
Email : rahmatnuryono1969@gmail 

(Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Islam 45)

Abstract

The implementation of community services at the village office requires fast and good service, which 
increasingly demands a major change in terms of the management of village government public services, 
which have been served by village officials and staff who have limited ability and competence in providing 
public services for the community. In this case, efforts are needed to improve public services in villages 
in Bekasi Regency to make a policy to change the status of a village to a sub-district. The purpose of this 
study is to identify and analyze efforts to improve public services by the Bekasi Regency Government with 
a policy of changing the status of a village to a sub-district in Bekasi Regency. While the scope of this 
research is to formulate a research approach method, collect data related to the performance of public 
services in the village and public services in the Bekasi Regency Government, as well as analyze the data 
obtained to obtain an assessment and related efforts to improve public services with the policy of changing 
the status of the village to the village. in Bekasi Regency. The perspective of the community in the urban 
village area in Bekasi Regency so far has shown a positive trend that assesses that governance at the chief 
of urban village  has been carried out well which proves that with the increasingly dynamic community 
with heterogeneous character and urban environment, the performance of bureaucratic services by urban 
village officials and village officials is better than when still a village.
Keywords : good service, change the status, village area, urban village officials
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data yang diperoleh untuk mendapatkan 
penilaian dan berkaitan upaya peningkatan 
pelayanan masyarakat dengan kebijakan 
perubahan status desa menjadi kelurahan 
di Kabupaten Bekasi. 

B. Landasan Teori

Pelayanan publik dalam pemerintahan 
yang baik menurut Parasuraman dalam 
Ramdhani (2017 : 43)  harus memenuhi 
kualitas yang harus dipenuhi. Pelayanan 
publik yang ada harus berfungsi untuk 
mengurangi (bahkan menghilangkan) 
kesenjangan peran antara organisasi pusat 
dengan organisasi-organisasi pelaksana 
yang ada di lapangan. Jumlah staf/aparat 
yang ada sesuai, tidak kurang dan tidak 
pada level menengah dan level atas agar 
pelayanan publik dapat tepat sasaran, 
pelayanan yang diberikan juga harus 
mendekatkan birokrasi dengan masyarakat 
pelanggan. Tetapi ada beberapa faktor 
yang menyebabkan rendahnya kualitas 
publik, antara lain: konteks monopolistik, 
dalam hal ini karena tidak adanya 
kompetisi dari penyelenggara pelayanan 
publik non pemerintah, tidak ada dorongan 
yang kuat untuk meningkatkan jumlah, 
kualitas maupun pemerataan pelayanan, 
tekanan dari lingkungan, dimana faktor 
lingkungan amat mempengaruhi kinerja 
organisasi pelayanan dalam transaksi dan 
interaksinya antara lingkungan dengan 
organisasi publik, serta budaya patrimonial, 
dimana budaya organisasi penyelenggara 
pelayanan publik di Indonesia masih 
banyak terikat oleh tradisi-tradisi politik 
dan budaya masyarakat setempat yang 
seringkali tidak kondusif dan melanggar 
peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

Pengertian desa Menurut Soetardjo 
Kartohadikoesoemo dalam Amin 
Suprihatini (2017: 24), bahwa desa adalah 
suatu kesatuan hukum dimana bermukim 
suatu masyarakat yang berkuasa dan 
dari masyarakat tersebut mengadakan 
pemerintah sendiri. Sedangkan definisi desa 
menurut Talizihudu Ndraha dalam bukunya 
Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa, 
adalah kesatuan organisasi pemerintahan 
yang terendah, mempunyai batas wilayah 
tertentu, langsung dibawah kecamatan, dan 
merupakan kesatuan masyarakat hukum 
yang berhak menyelenggarakan rumah 
tangganya.

Desa mempunyai pemerintahan 
sendiri, yang dinamakan dengan 
pemerintah desa. Pemerintahan desa ini 
adalah penyelenggaraan urusan pemerintah 
oleh pemerintah desa dan badan 
permusyawaratan desa dalammengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asalusuldan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati 
dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Penyelenggaraan 
pemerintahan desa merupakan subsistem 
dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, 
sehingga desa memiliki kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakatnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa Pasal 18 menerangkan bahwa, 
kewenangan desa meliputi kewenangan 
di bidang penyelenggaraan pemerintahan 
desa, pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, 
dan pemberdayaan masyarakat desa 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul, dan adat istiadat desa.
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Desa mestinya menjadi kawasan 
yang tingkat partisipasi, demokrasi, 
dan pembangunannya yang tinggi.Hal 
tersebut tentu didukung oleh bagaimana 
pemanfaatan keuangan dan kekayaan desa 
yang tepat. Desa memiliki otonomi untuk 
mengelola keuangan dan kekayaan desa 
yang dapat digunakan untuk membiayai 
kepala desa, perangkat desa, serta 
kehidupan masyarakat desa. 

Kelurahan menurut Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2014 merupakan 
perangkat daerah Kabupaten/Kota yang 
berkedudukan di wilayah kecamatan. 
Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Bupati/Walikota melalui Camat. 
Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas 
usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.

Pembentukan kelurahan tersebut dapat 
berupa penggabungan beberapa kelurahan 
atau bagian kelurahan yang bersandingan, 
atau pemekaran dari satu kelurahan 
menjadi dua kelurahan atau lebih. Syarat 
pembentukan kelurahan tersebut harus 
sekurang-urangnya memenuhi syarat 
tentang jumlah penduduk; luas wilayah; 
bagian wilayah kerja; sarana dan prasarana 
pemerintahan yang telah ditentukan oleh 
masing masing pemerintah di daerahnya. 
Pelimpahan urusan pemerintahan disertai 
dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan 
personil. Pelimpahan urusan pemerintahan 
ditetapkan dalam Peraturan Bupati/
Walikota dengan berpedoman pada 
Peraturan Menteri.

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam 
penelitian  ini meliputi studi literatur, 
survei data primer dan sekunder, diskusi 

dan analisis data yang mencakup : (1). 
identifikasi /observasi pelayanan publik di 
desa dan kelurahan, (2). melakukan analisa 
upaya peningkatan pelayanan masyarakat 
dengan kebijakan perubahan status desa 
menjadi kelurahan di Kabupaten Bekasi, 
dan (3).melakukan pemetaan model 
pelayanan publik dari hasil kebijakan 
perubahan status desa menjadi kelurahan 
di Kabupaten Bekasi.

Tahapan penelitian dalam penelitian ini 
akan dilakukan tahapan-tahapan pekerjaan 
sebagai berikut : Tahap persiapan, tahap 
pengumpulan data (survey/observasi 
lapangan), tahap identifikasi karakteristik/
kondisi, potensi dan permasalahan serta 
tahap analisis dan rekomendasi.

Dalam tahapan pengumpulan data, 
perlu merumuskan data apa saja yang akan 
ditetapkan dilapangan yang menunjang 
terhadap kedalaman materi kajian yang 
akan disusun. Pada tahap awal dapat 
dimanfaatkan data-data sekunder,  hasil 
kajian, atau rencana-rencana yang sudah 
ada yang terkait. Penelitian ini juga 
mengidentifikasi upaya peningkatan 
pelayanan masyarakat dengan kebijakan 
perubahan status desa menjadi kelurahan 
di Kabupaten Bekasi dengan menggunakan  
dengan langkah-langkah : a) melakukan 
pengumpulan dan pemeriksaan data-
data legal, b) melakukan pengumpulan 
data-data regulasi yang berlaku terkait 
upaya peningkatan pelayanan masyarakat 
dengan kebijakan perubahan status desa 
menjadi kelurahan di Kabupaten Bekasi, 
c).melakukan analisis atas data yang 
diperoleh untuk mendapatkan gambaran 
tentang upaya peningkatan pelayanan 
masyarakat dengan kebijakan perubahan 
status desa menjadi kelurahan di Kabupaten 
Bekasi. Analisis penelitian ini dilakukan 
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dengan menggunakan beberapa asepek 
yaitu : a) analisa peningkatan pelayanan 
publik dari kebijakan perubahan status desa 
menjadi kelurahan di Kabupaten Bekasi 
yang sudah dan sedang dilaksanakan selama 
ini, b) analisis potensi pengembangan 
strategi peningkatan pelayanan masyarakat 
dengan kebijakan perubahan status desa 
menjadi kelurahan di Kabupaten Bekasi 
yang dapat dilakukan dan ditindaklanjuti 
oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi atau 
dengan kerjasama dengan pihak lain 
serta rekomendasi strategi inovasi upaya 
peningkatan pelayanan masyarakat dengan 
kebijakan perubahan status desa menjadi 
kelurahan di Kabupaten Bekasi. 

D. Hasil dan Pembahasan

Menurut Undang-undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, 
kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusanpemerintahan yang 
menjadi kewenangandaerah otonom.

Sedangkan pemerintahan daerah adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945.

Gubernur yang berkedudukan sebagai 
wakil pemerintah pusat di wilayah 
provinsi yang bersangkutan, berfungsi 
menjembatani dan memperpendek rentang 
kendali pelaksanaan tugas dan fungsi 
pemerintah termasuk dalam pembinaan 

dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 
urusan pemerintahan pada strata 
pemerintahan kabupaten dan kota.Dalam 
kedudukannya sebagai wakil pemerintah 
pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur 
bertanggung jawab kepada Presiden.

Setiap Pemerintah Daerah dipimpin 
oleh kepala daerah yang dipilih secara 
demokratis.Gubernur, Bupati, dan 
Walikota masing-masing sebagai kepala 
Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten 
dan kota. Kepala daerah dibantu oleh 
satu orang wakil kepala daerah, untuk 
provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk 
kabupaten disebut Wakil Bupati dan untuk 
kota disebut Wakil Walikota. Kepala 
dan Wakil Kepala Daerah memiliki 
tugas, wewenang dan kewajiban serta 
larangan.kepala daerah juga mempunyai 
kewajiban untuk memberikan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah 
kepada Pemerintah, dan memberikan 
laporan keterangan pertanggungjawaban 
kepada DPRD, serta menginformasikan 
laporan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah kepada masyarakat. 

Untuk meningkatkan koordinasi 
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan 
publik dan pemberdayaan masyarakat 
Desa/Kelurahan, maka dibentuklah 
Kecamatan dengan Peraturan Daerah yang 
berpedoman pada Peraturan Pemerintah 
dan persetujuan Pemerintah Pusat dan 
Gubernur Kepala Daerah. Kecamatan 
dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan 
yang disebut Camat yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Bupati/
Walikota melalui Sekretaris Daerah, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 
ayat (1) dan (2) dan pada Pasal 222 ayat 
(1) serta Pasal 224 ayat (1). 
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Pemerintah Desa terdapat pada 
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa, dan Undang-undang Nomor 
23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerah, Pasal 371 ayat (1) dan (2) beserta 
penjelasannya. Pemerintahan Desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Adapun Desa-desa 
yang ada di luar Ibukota Negara, Ibukota 
Provinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya, 
Kota Administratif, dan Desa-desa yang 
berada di dalamnya yang belum menjadi 
Kelurahan, ditetapkan menjadi Desa. 

Kewenangan otonomi pada desa 
merupakan otonomi murni yang ada secara 
turun temurun yang berlandaskan kepada 
demokrasi masyarakat. Otonomi desa 
merupakan otonomi yang berdasarkan 
asal-usul dan adat-istiadat setempat 
yang dihasilkan dari berbagi interaksi 
antar individu dalam masyarakat atau 
merupakan hasil, cipta, rasa, dan karsa 
masyarakat dalam kenyataan pasti 
akan timbul keanekaragaman, baik 
keaneka ragaman dari penataan desa, 
tata kehidupan masyrakat, potensi desa, 
susunan pemerintahan, maupun tatanan 
pemerintahan yang sangat dipengaruhi 
oleh keanekaragaman, asal-usul dan adat 
istiadat masyarakatnya.

Unsur demokrasi yang digambarkan 
dengan sistem pemilihan pemimpin di 
lingkungan desa tersebut baik Kepala 
Desa maupun Kepala Dusun, sedangkan 
perangkat-perangkat lain ditetapkan 
oleh kepala desa atas dasar musyawarah. 
Penyelenggaraan pemerintahan dilakukan 
oleh pemerintah desa yang terdiri dari 
Kepala Desa, yang dibantu oleh perangkat 

desa, sedangkan penetapan kebijaksanaan 
pemerintahan, pembangunan dan 
pembinaan masyarakat, dilakukan bersama 
antara pemerintah desa dengan wakil 
masyarakat. Kekayaan desa yang berasal 
dari pemerintah, pemerintah daerah, 
swadaya masyarakat maupun yang bersifat 
turun-temurun, dikelola bersama sebagai 
sumber penghasilan perangkat maupun 
sumber pendapatan desa.

Kelurahan yang dipimpin oleh kepala 
kelurahan yang disebut Lurah, merupakan 
lembaga daerah dengan jabatan struktural 
baik yang memimpin unit maupun sub 
unit organisasi, dan seluruh pegawai 
yang ada didalamnya berstatus Pegawai 
Negeri Sipil (PNS). Perubahan status 
sebagaimana ditetapkan oleh Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 dari desa 
menjadi kelurahan membawa dampak 
pada berbagai aspek kehidupan masyarakat 
baik masyarakat desa maupun unsur 
pemerintahan desa. Masyarakat akan 
dibawa kepada sistem pengaturan dan 
pelayanan masyarakat berdasarkan sistem 
birokrasi Pemerintah Daerah. Sedangkan 
untuk pemeritah desa akan berubah secara 
mendasar yaitu terhapusnya lembaga 
perwakilan masyarakat, terhapusnya 
sistem pemilihan dalam pengangkatan 
pimpinan, karena kelurahan merupakan 
perangkat daerah atau lembaga struktural 
di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota 
dan pengangkatan pegawai di lingkungan 
kelurahan sesuai persyaratan yang telah 
ditetapkan oleh undang-undang. Lembaga 
kelurahan terdiri dari jabatan struktural 
dalam eselon IV (empat) yang untuk 
menduduki jabatan tersebut harus dilandasi 
dengan persyaratan pangkat, kemampuan, 
serta pendidikan dan pelatihan. 
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Konsekuensi dari pengaturan 
tersebut pemerintah kabupaten/kota harus 
mempersiapkan dan memfasilitasi desa-
desa yang ada diwilayahnya untuk menjadi 
kelurahan. Perubahan yang cukup mendasar 
adalah status personil, menimbulkan 
keresahan bagi Kepala Desa dan perangkat 
desa, karena Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang 
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai 
Pembentukan Kelurahan antara lain 
mengatur Kepala Desa dan Perangkat Desa 
dari desa-desa yang ditetapkan menjadi 
kelurahan yang memenuhi persyaratan 
dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri 
Sipil (PNS). 

Selama ini kelurahan identik dengan 
pusat pemerintahan kecamatan atau 
perkotaan, misalnya berdekatan dengan 
ibukota kecamatan atau berada di 
wilayah perkotaan. Sangat jarang wilayah 
yang jauh dari ibukota kecamatan atau 
perkotaan memperoleh status kelurahan, 
pada umumnya selalu berstatus dengan 
desa. Padahal tidak sedikit wilayah desa 
memiliki potensi dan kapasitas serta 
jumlah penduduk yang jauh berada diatas 
beberapa kelurahan.

Tujuan perubahan status desa menjadi 
kelurahan adalah untuk lebih meningkatkan  
serta  mendekatkan  pelayanan  terhadap  
masyarakat,  sesuai  dengan tingkat  
perkembangan  pembangunan  dan  
dinamika  sosial  masyarakat.  Berdasarkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
tahun 2017 tentang Penataan Desa, bahwa 
Desa  dapat diubah atau disesuaikan 
statusnya menjadi kelurahan berdasarkan 
prakarsa Pemerintah Desa bersama 
BPD dengan memperhatikan aspirasi 
masyarakat. 

Berubahnya status desa menjadi 
kelurahan, maka berarti seluruh kekayaan 
dan sumber-sumber pendapatan desa 
menjadi kekayaan daerah kabupaten. 
Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan 
tersebut dikelola oleh kelurahan 
bersangkutan untuk kepentingan 
masyarakat. Ditetapkannya status desa 
menjadi kelurahan, kewenangan desa 
sebagai suatu kesatuan masyarakat 
hukum yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakat  
setempat  berdasarkan  asal-usul  dan  
adat  istiadat  setempat,  berubah menjadi 
kewenangan wilayah kerja lurah sebagai 
Perangkat Daerah Kabupaten yang berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada 
bupati melalui camat. Desa yang berubah 
status menjadi kelurahan, lurah dan 
perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri 
Sipil sesuai  dengan  Peraturan Perundang-
undangan  yang berlaku.  Kepala desa  
dan perangkat desa serta anggota BPD 
dari desa yang diubah statusnya menjadi 
kelurahan, diberhentikan dengan hormat 
dari jabatannya dan diberikan penghargaan 
sesuai dengan kemampuan keuangan 
daerah.

Regulasi terkait perubahan status 
desa menjadi kelurahan mengalami 
perubahan setelah keluarnya Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa menyebutkan bahwa  syarat-syarat 
yang harus dipenuhi oleh desa sebelum 
mengusulkan perubahan status menjadi 
kelurahan. Syarat perubahan status 
desa menjadi kelurahan antara lain : (1)
luas wilayah tidak berubah; (2),  jumlah 
penduduk paling sedikit 8.000 jiwa atau 
1.600 KK untuk wilayah Jawa dan Bali 
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serta paling sedikit 5.000 (lima ribu) 
jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga 
untuk di luar wilayah Jawa dan Bali; (3) 
sarana dan prasarana pemerintahan 
bagi kelangsungan terselenggaranya  
pemerintahan kelurahan;  (4) potensi 
ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa 
dan produksi, serta keanekaragaman mata 
pencaharian; (5) kondisi sosial budaya 
masyarakat berupa keanekaragaman status 
penduduk dan perubahan dari masyarakat 
agraris ke masyarakat industri dan jasa; 
dan (6) meningkatnya kuantitas dan 
kualitas pelayanan 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
43 tahun 2014 tentang tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa  diatur bahwa 
setelah mengetahui syarat yang harus 
dipenuhi, selanjutnya bagaimana cara 
yang mesti ditempuh oleh masyarakat 
desa agar perubahan status dari desa 
menjadi kelurahan dapat disetujui oleh 
bupati. Adapun urutan langkahnya 
adalah sebagai  berikut: (1). perubahan 
status Desa menjadi kelurahan dilakukan 
berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa 
bersama Badan Permusyawaratan Desa 
dengan memperhatikan saran dan pendapat 
masyarakat Desa setempat, (2). prakarsa 
dibahas dan disepakati dalam musyawarah 
Desa, (3). kesepakatan hasil musyawarah 
desa ke dalam bentuk keputusan, (4).
keputusan hasil musyawarah disampaikan 
oleh kepala Desa kepada bupati/walikota 
sebagai usulan perubahan status Desa 
menjadi kelurahan, (5). bupati/walikota 
membentuk tim untuk melakukan kajian 
dan verifikasi usulan kepala Desa, (6). hasil 
kajian dan verifikasi menjadi masukan 
bagi bupati/walikota untuk menyetujui 
atau tidak menyetujui usulan perubahan 

status desa menjadi kelurahan, (7). dalam 
hal bupati/walikota menyetujui usulan 
perubahan status desa menjadi kelurahan, 
bupati/walikota menyampaikan rancangan 
peraturan daerah kabupaten/kota mengenai 
perubahan status desa menjadi kelurahan 
kepada dewan perwakilan rakyat daerah 
kabupaten/kota untuk dibahas dan disetujui 
bersama, (8). pembahasan dan penetapan 
rancangan peraturan daerah kabupaten/
kota mengenai perubahan status desa 
menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berubahnya status desa menjadi 
kelurahan, seluruh sarana dan prasarana 
yang dimiliki oleh desa tersebut dialihkan 
menjadi asset kelurahan. Pengalihan sarana 
dan prasarana tersebut berdasarkan hasil 
musyawarah masyarakat setempat yang 
selanjutnya dibuat berita acaranya. Sarana 
dan prasarana tersebut selanjutnya dikelola 
oleh kelurahan yang bersangkutan untuk 
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan 
dan pelayanan masyarakat.

Perubahan Status desa menjadi 
kelurahan akan berpengaruh terhadap 
beberapa hal terutama karena telah terjadi 
perubahan struktur dan mekanisme 
pelayanan yang dilakukan aparat kelurahan 
yang berpengaruh pada  tingkat pelayanan 
baik dari segi pemerintahan terutama 
pelayanan yang terstruktur dalam tugas 
aparat. Sedangkan pelayanan publik yang 
dilakukan  pemerintahan desa dirasakan 
belum maksimal karena terbentur beberapa 
persoalan teknis baik kemampuan SDM 
maupun mekanisme penyelenggaraan 
pelayanan yang belum terstruktur. 

Jika perubahan status desa menjadi 
kelurahan tersebut dapat dilaksanakan 
segera mungkin, akan sangat 
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mempengaruhi kualitas pelayanan di 
tingkat daerah khususnya di kelurahan. 
Ini disebabkan karena pegawai yang 
ditempatkan pada kantor kelurahan adalah 
PNS yang memiliki tanggung jawab yang 
lebih besar berdasarkan UU kepegawaian. 
Berbeda halnya jika masih berstatus 
desa dimana perangkat dan staf yang ada 
berasal dari kalangan non PNS yang tidak 
menerima gaji dari kantor desa, sehingga 
dimungkinkan para perangkat desa dan staf 
tersebut lebih banyak melakukan aktivitas 
di luar kantor untuk mencari tambahan 
penghasilannya. 

Perubahan status desa menjadi 
kelurahan diharapkan memberi dampak 
yang lebih baik dalam memberikan 
dan mengutamakan pelayanan kepada 
masyarakat. Di sisi lain dengan 
perubahan status tersebut tata kelola 
pemerintahan kelurahan dapat dikelola 
secara professional, karena pengelolaan 
penyelengarakan pemerintahan dan 
pelayanan pada masyarakat direkrut 
dari sumber daya yang sudah berstatus 
PNS. Persyaratan untuk menjadi lurah 
tentu minimal kualifikasi pendidikan S1. 
Sementara persyaratan untuk menjadi 
kepala desa minimal ijazah SMA. Dengan 
perbedaan kualifikasi pendidikan, maka 
tata kelola pemerintahan lebih baik dari tata 
kelola pemerintahan desa. Dengan adanya 
perubahan status desa menjadi kelurahan 
otomatis akan menambah kursi jabatan 
yang berwenang, dan akan diisi oleh 
pegawai yang bersyarat untuk menduduki 
jabatan tersebut. Perangkat kelurahan itu 
terdiri dari PNS yang tentunya mempunyai 
aturan kepegawaian yang salah satunya 
adalah menyangkut : (a). Kedisiplinan 
kerja , (b).Pelayanan prima , (c).jadwal jam 
kerja yang tepat 

Semua unsur ini yang menyebabkan 
bagi aparat kelurahan harus betul-betul 
disiplin dalam menjalankan tugas untuk 
pelayanan masyarakat. Apabila peraturan 
daerah tentang perubahan status desa 
menjadi kelurahan diterapkan di beberapa 
desa yang memenuhi persyaratan 
diharapkan akan terjadi perubahan, yaitu 
dari segi pelayanan yakni : a). Lurah 
yang diangkat oleh bupati adalah yang 
berkualitas dan kualifikasi pendidikan 
minimal S1, b). tidak terjadi konflik pada 
saat penentuan posisi lurah, c). pelayanan 
masyakarat apat dilakukan lebih yang cepat 
dan terstruktur, d) Tidak ada diskriminasi 
dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat, e).proses administrasi dan 
pelayanan lebih terarah, f). Dengan adanya 
dasar peraturan ini semua penyelenggaraan 
koordinasi aparatur pemerintahan dapat 
membantu pelayanan masyarakat. 

Kemudian yang paling menonjol 
adalah sistem pelayanan, pada waktu 
desa para perangkat desa menjadi acuan 
pokok kegiatan administrasi baik dari 
masyarakat ke-pemerintah desa maupun 
sebaliknya, saat itu peran ketua RT dan 
RW terlebih dalam hal administrasi tidak 
terlalu berfungsi. Dalam hal permohonan 
pelayanan administrasi pada waktu dulu 
bisa dilakukan secara dadakan/ sewaktu-
waktu dan dilayani dirumah sekretaris 
desa/ kepala desa. Tetapi untuk saat ini 
setelah menjadi kelurahan pelayanan 
harus sesuai jam kerja dan peraturan yang 
ada. Disinilah kelebihan dan kelemahan 
pelayanan sewaktu desa dan kelurahan. 
Setelah berubah status menjadi kelurahan 
dan pada masa-masa transisi perubahan, 
perangkat kelurahan juga menyadari akan 
penyesuaian peralihan masyarakat desa 
menjadi kelurahan ini, terkadang ada 
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masyarakat minta pendapat/ konsultasi 
di rumah aparatur kelurahan. Namun 
demikian sejauh ini masih dilayani asalkan 
tidak berkaitan dengan proses administrasi/ 
surat menyurat.

Hasil kajian dan survey lapangan 
menunjukkan bahwa pada aspek pelayanan 
publik ini  masyarakat lebih cenderung 
memilih status kelurahan dibandingkan 
desa, walaupun dalam segi pelayanan 
yang dilakukan pemerintah desa ada 
kemudahan atau previledge masyarakat 
dalam mengurus administrasi namun 
ternyata sistim pelayanan yang dikerjakan 
perangkat desa tersebut tidak terstruktur 
dan kurang terintegrasi antar staf 
pelayanan, mengingat pengalaman bahwa 
tidak setiap hari para perangkat desa ke 
kantor dan belum tertatanya sistem seperti 
yang dilakukan jika berstatus kelurahan.

Perbandingan kondisi dengan beberapa 
Desa yang bisa dipersiapkan menjadi 
kelurahan serta beberapa kelurahan yang 
telah menyelenggarakan pemerintahan nya 
selama beberapa tahun yang dapat dijadikan 
sebagai bahan acuan pertimbangan bagi 
percepatan implemantasi kebijakan 
perubahan status desa menjadi kelurahan 
diantaranya Desa Setia Asih Kecamatan 
Tarumajaya dan Desa Kedungwaringn di 
Kecamatan Kedungwaringin  sebagian 
masyarakat sudah tidak bergantung lagi 
pada sektor pertanian. Kemudian  Desa 
Mangunjaya di Kecamatan Tambun 
Selatan yang sebagian masyarakat sudah 
menyatakan setuju untuk perubahan status 
menjadi kelurahan. 

Perspektif masyarakat di wilayah 
kelurahan di Kabupaten Bekasi selama ini 
menunjukkan trend positif yang menilai 
penyelenggaraan pemerintahan di Kantor 

Lurah sudah dilakukan dengan baik. 
Seperti halnya masyarakat di Kelurahan 
Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan dan 
Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan 
membuktikan bahwa dengan semakin 
dinamisnya masyarakat berkarakter 
homogen dan lingkungan perkotaan, 
penyelenggaraan pelayanan birokrasi oleh 
lurah dan aparat kelurahan kinerjanya 
lebih baik dibandingkan saat masih masih 
berstatus sebagai desa.

E. Simpulan
1. Dampak perubahan Status Desa 

menjadi Kelurahan di Kabupaten 
Bekasi, yaitu kualitas Pemerintah 
Desa yang sangat jauh dibandingkan 
dengan pemerintah kelurahan. Hal 
ini disebabkan karena telah terjadi 
perubahan tingkat pelayanan baik dari 
segi pemerintahan terutama pelayanan 
yang terstruktur dalam tugas aparat. 
Dalam tingkat Desa pegawai yang ada 
kebanyakan dari kalangan non PNS 
sehingga pelayanan tidak maksimal 
karena dari segi ilmu pengetahuan 
dalam pemerintahan dan pelayanan 
sangat kurang. 

2. Pemerintah Kabupaten Bekasi, 
memberikan pemahaman kepada 
unsur pemerintah desa tentang 
makna, hakekat, dan tujuan dari 
perubahan status desa menjadi 
kelurahan serta peraturan Pemerintah 
Kabupaten Bekasi baik melalui 
sosialisasi maupun pengarahan atau 
melakukan pembahasan bersama 
untuk memperjelas mengenai sistem 
mekanisme perubahan status desa 
menjadi kelurahan tersebut. 

3. Bagi desa yang sudah berubah status 
menjadi Kelurahan agar perlu adanya 
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studi kelayakan lebih lanjut apabila 
akan ada kebijakan peningkatan 
status desa jadi kelurahan dan 
Peningkatan fasilitas dan kapasitas di 
Kelurahan agar pelayanan terhadap 
masyarakat Kabupaten Bekasi lebih 
nyaman. lalu, Desa yang belum 
berubah status menjadi Kelurahan 
melakukan musyawarah kepada Badan 
Perwakilan Desa (BPD), Aparatur 
Desa dan masyarakat untuk membahas 
peningkatan fasilitas dan kapasitas 
agar dapat mengajukan melakukan 
perubahan status desa menjadi 
kelurahan ke Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD). 
Beberapa hal dan upaya perbaikan yang 

perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten 
Bekasi terkait upaya peningkatan 
pelayanan masyarakat dengan kebijakan 
perubahan status desa menjadi kelurahan, 
adalah sebagai berikut: 
1. Pemerintah Kabupaten Bekasi perlu 

mempercepat kebijakan perubahan 
desa menjadi kelurahan bagi desa yang 
telah memenuhi persyaratan serta perlu 
dipertimbangkan dampaknya secara 
matang agar tidak terjadi kesenjangan 
terhadap para perangkat desa serta 
masyarakat yang menolak perubahan 
status karena banyak  perangkat desa 
tersebut sudah lama bekerja untuk 
malayani masyarakat desa. Setelah 
ada perubahan status desa  menjadi 
kelurahan nasib para perangkat Desa 
tersebut sangat berbeda apalagi setelah 
adanya pengangkatan perangkat 
Kelurahan yang berstatus PNS.

2. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 
Kabupaten Bekasi dapat lebih 
memikirkan dalam hal pemberian 
alokasi dana pembangunan kepada 
Kelurahan agar tidak tertinggal dengan 

desa yang setiap tahun mendapatkan 
bantuan operasional dan pembangunan 
melalui Alokasi Dana Desa dan Dana 
Desa yang cukup besar.

3. Pemerintah Kabupaten Bekasi 
harus mampu menjalankan program 
mensejahterakan masyarakat secara 
langsung,  dan  bisa  memberi  pengaruh  
peningkatan  kualitas  sumber  daya 
manusia   dan   potensi   ekonomi   
masyarakat   untuk   hidup   sejahtera 
baik yang masih berstatus desa maupun 
yang sudah berstatus kelurahan, karena 
dengan begitu  akan  memberikan  efek  
positif  adanya  dorongan  pemerintah  
kelurahan maupun pemerintah desa.
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